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KATA PENGANTAR

Pengelolaan minyak dan gas bumi kemudian lebih
spesifik tertuang dalam Undang-Undang No. 22 Tahun 2001.
Pengelolaan sumber daya alam pada Undang-Undang No.22
Tahun 2001 mengandung hakikat dari otonomi daerah meliputi
kewenangan dalam pengelolaan Sumber Daya Alam dimana
BUMD, KUD diberi kesempatan dalam melakukan kegiatan
usaha hulu dan hilir. Selanjutnya hakikat ini dipertegas pada
pasal 34 PP No. 35 Tahun 2004 tentang kegiatan usaha hulu
migas bahwa kontraktor wajib menawarkan participating
interest 10 % kepada BUMD saat pengembangan lapangan

pertama kali akandiproduksi.

Daerah tempat keberadaan sumur minyak tua juga
memiliki wewenang untuk membuat regulasi sumur tua.
Selain itu, kesempatan pengelolaan lain BUMD terwujudkan
pada Permen ESDM No. 1 Tahun 2008 tentang pedoman
pertambangan minyak bumi pada sumur tua yang menyatakan
bahwa pengusahaan dan pemproduksian minyak bumi sumur
tua dilaksanakan KUD atau BUMD berdasarkan perjanjian
dengan kontraktor. Selanjutnya regulasi lebih spesifik
mengenai sumur tua terdapat pada Pedoman Tata Kerja BP
Migas Nomor 023/PTK/111/2009. Buku ini mendeskripsikan
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regulasi dan implikasinya terhadap aspek lingkungan agar
pemanfaatan dari pada sumur tua berdaya guna bagi
masyarakat sekitarnya khususnya dan rakyat Indonesia

umumnya.

Semoga buku ini bisa menjadi acuan dari aspek regulasi

dan lingkungan dalam hal pemanfaatan sumur tua.

Palembang, Juli 2022

Penyusun
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BAB 1
PENDAHULUAN

Pemanfaatan sumber daya alam sebenarnya telah
dicantumkan dalam UUD 1945 pasal 33 ayat 3 yang berisi
“Bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya
dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-
besarnya kemakmuran rakyat”. Dari ayat konstitusi tersebut
berarti kita dapat memanfaatkan berbagai sumber daya alam
yang ada di ibu pertiwi kita Indonesia berdasar demokrasi
ekonomi, produksi dikerjakan oleh semua, untuk semua
dibawah  pimpinan atau pemilikan  anggota-anggota
masyarakat. Karena kemakmuran masyarakat-lah yang
diutamakan, bukan kemakmuran perorangan.

Daerah tempat keberadaan sumur minyak tua juga
memiliki wewenang untuk membuat regulasi sumur tua
dalam hal ini Perda Musi Banyuasin No. 26 tahun 2007
tentang pengelolaan sumur-sumur minyak tua dalam wilayah
Kabupaten Musi Banyuasin yang memberikan kewenangan
kepada Kabupaten Musi Banyuasin untuk mengelola dan
memproduksi minyak bumi di sumur tua oleh BUMD bekerja
sama dengan KUD vyang disetujui oleh Bupati. Selain itu,

kesempatan pengelolaan lain BUMD terwujudkan pada
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Permen ESDM No. 1 Tahun 2008 tentang pedoman
pertambangan minyak bumi pada sumur tua yang menyatakan
bahwa pengusahaan dan pemproduksian minyak bumi sumur
tua dilaksanakan KUD atau BUMD berdasarkan perjanjian
dengan kontraktor.

Adapun dalam buku ini akan dideskripsikan macam-
macam regulasi berserta aplikasinya untuk pengelolaan sumur

tua yang berwawasan lingkungan.
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BAB 2
REGULASI

2.1 Regulasi Pengembangan Sumur Tua
Regulasi mengenai sumur tua berpedoman pada
peraturan berikut :
1 UUD 1945 pasal 33 ayat 3
2 UU No. 22 Tahun 2001
3 PP No. 35 Tahun 2004
4.  Perda Musi Banyuasin No. 26 tahun 2007
5 Permen ESDM No. 1 Tahun 2008
6 Pedoman Tata Kerja BP Migas Nomor 023/PTK/111/2009

Pemanfaatan sumber daya alam sebenarnya telah
dicantumkan dalam UUD 1945 pasal 33 ayat 3 yang berisi
“Bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya
dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya
kemakmuran rakyat”. Dari ayat konstitusi tersebut berarti kita
dapat memanfaatkan berbagai sumber daya alam yang ada di
ibu pertiwi Kkita Indonesia berdasar demokrasi ekonomi,
produksi dikerjakan oleh semua, untuk semua dibawah
pimpinan atau pemilikan anggota-anggota masyarakat. Karena

kemakmuran masyarakat-lah yang diutamakan, bukan
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kemakmuran perorangan. Dalam Pasal 33 ayat 3 ini juga
menjelaskan bahwa perekonomian Indonesia ditopang oleh 3
pelaku utama yaitu Koperasi, BUMN/D (Badan Usaha Milik
Negara/Daerah), dan Swasta yang akan mewujudkan
demokrasi ekonomi yang bercirikan mekanisme pasar,
intervensi pemerintah, serta pengakuan terhadap hak milik
perseorangan (Indrawati,1995). Jiwa dari Pasal 33 ayat 3 UUD
1945 berlandaskan semangat sosial, menempatkan penguasaan
terhadap berbagai sumber daya untuk kepentingan publik
(seperti sumber daya alam) pada negara. Salah satu sumber
daya alam tersebut adalah minyak dan gas bumi. Pengelolaan
minyak dan gas bumi kemudian lebih spesifik tertuang dalam
Undang-Undang No. 22 Tahun 2001. Pengelolaan sumber daya
alam pada Undang-Undang No.22 Tahun 2001 mengandung
hakikat dari otonomi daerah meliputi kewenangan dalam
pengelolaan Sumber Daya Alam dimana BUMD, KUD diberi
kesempatan dalam melakukan kegiatan usaha hulu dan hilir.
Selanjutnya hakikat ini dipertegas pada pasal 34 PP No. 35
Tahun 2004 tentang kegiatan usaha hulu migas bahwa
kontraktor wajib menawarkan participating interest 10 %
kepada BUMD saat pengembangan lapangan pertama kali akan
diproduksi. Daerah tempat keberadaan sumur minyak tua juga

memiliki wewenang untuk membuat regulasi sumur tua dalam
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hal ini Perda Musi Banyuasin No. 26 tahun 2007 tentang
pengelolaan sumur-sumur minyak tua dalam wilayah
Kabupaten Musi Banyuasin yang memberikan kewenangan
kepada Kabupaten Musi Banyuasin untuk mengelola dan
memproduksi minyak bumi di sumur tua oleh BUMD bekerja
sama dengan KUD yang disetujui oleh Bupati. Selain itu,
kesempatan pengelolaan lain BUMD terwujudkan pada Permen
ESDM No. 1 Tahun 2008 tentang pedoman pertambangan
minyak bumi pada sumur tua yang menyatakan bahwa
pengusahaan dan pemproduksian minyak bumi sumur tua
dilaksanakan KUD atau BUMD berdasarkan perjanjian dengan
kontraktor. Selanjutnya regulasi lebih spesifik mengenai sumur
tua terdapat pada Pedoman Tata Kerja BP Migas Nomor
023/PTK/I11/2009. Adapun pengertian sumur tua menurut
Permen ESDM no 1 tahun 2008 yaitu sumur-sumur Minyak
Bumi vyang dibor sebelum tahun 1970 dan pernah
diproduksikan serta terletak pada lapangan yang tidak
diusahakan pada suatu Wilayah Kerja yang terikat Kontrak
Kerja Sama dan tidak diusahakan lagi oleh Kontraktor.
Adapaun klasifikasi sumur tua untuk wilayah musi banyuasin
sesuai perda no.6 tahun 2007 memiliki kedalaman maksimum
mencapai 650 m. Sumur tua ini umumnya tidak berproduksi
lagi, akan tetapi sewaktu-waktu dapat ditinjau kembali
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keekonomisannya kembali dikarenakan teknologi dan juga
keadaan yang tidak konstan, Sumur tua dapat kembali
berproduksi apabila dikelola oleh BUMD atau pun KUD yang
dikutip dari Permen ESDM no 1 tahun 2008 pasal 2. Adapun
pengertian BUMD dan KUD menurut Permen ESDM no 1
tahun 2008 pasal 1 yaitu, BUMD merupakan badan usaha
tingkat Propinsi/Kabupaten Kota yang didirikan dan seluruh
sahamnya dimiliki oleh Pemerintah Daerah Propinsi,
Kabupaten, dan atau Kota serta wilayah usahanya atau
administratifnya mencakup lokasi Sumur Tua dan KUD
(Koperasi Unit Desa) merupakan Koperasi tingkat kecamatan

yang wilayah usahanya mencakup lokasi Sumur Tua .

Berdasarkan Peraturan Menteri ESDM No.01 Tahun 2008,
untuk mengusahakan sumur tua harus mengajukan permohonan
kepada kontraktor dengan tembusan menteri, dirjen, dan BP
migas dengan melampirkan dokumen administratif dan teknis.
Permohonan tersebut didasarkan atas rekomendasi dari
pemerintah kabupaten/kota dan disetujui oleh pemerintah
propinsi. Untuk dokumen administrative meliputi :

1. Akte pendirian KUD/BUMD dan perubahannya yang telah
mendapatkan pengesahan dari instansi yang berwenang.

2. Surat Tanda Daftar Perusahaan.
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3. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).

4. Surat Keterangan Domisili.

5. Rekomendasi dari pemerintah kabupaten/kota dan disetujui
oleh pemerintah propinsi setempat.

6. Surat pernyataan tertulis diatas materai mengenai

kesanggupan memenubhi ketentuan perundang — undangan.

Sedangkan untuk dokumen teknis meliputi :

1. Peta lokasi sumur tua yang dimohonkan.

2. Jumlah sumur yang dimohonkan.

3. Rencana memproduksikan minyak bumi termasuk usulan
imbalan jasa.

4. Rencana program keselamatan dan kesehatan kerja serta
pengelolaan lingkungan hidup termasuk penanggung jawab
pelaksanaan.

5. Kemampuan keuangan.

Jangka waktu perjanjian untuk memproduksikan minyak bumi
paling lama 5 tahun dan dapat diperpanjang untuk jangka
waktu paling lama 5 tahun. Perjanjian memproduksikan
minyak bumi ini paling sedikit memuat :

1. Jumlah dan lokasi sumur tua yang akan diproduksi.

2. Imbalan jasa memproduksi minyak bumi.
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3. Jangka waktu, perpanjangan dan pengakhiran perjanjian.
4. Alat bantu mekanik dan teknologi yang digunakan.

5.
6
7
8

Tenaga kerja.

. Mutu dan spesifikasi minyak bumi.
. Titik penyerahan minyak bumi.

. Aspek keselamatan dan kesehatan kerja serta pengelolaan

lingkungan hidup.

9.

Penyelesaian perselisihan.

Mekanisme  permohonan  produksi sumur tua  oleh
BUMD/KUD menurut Pedoman Tata Kerja BP Migas Nomor
023/PTK/111/2009 :

1.

Untuk melaksanakan mengusahakan Minyak Bumi pada
Sumur Tua, KUD, BUMD perlu memperolehh
persetujuan Menteri ESDM cq. Dirjen Migas.

Untuk memperoleh persetujuan tersebut. KUD/BUMD
perlu mengajukan permohonan kepada KKKS, dengan
tembusan kepada Menteri ESDM cq. Dirjen Migas dan
Kepala BPMIGAS.

Dalam permohonan tersebut. KUD/BUMD melampirkan
dan melengkapi persyaratan dokumen-dokumen
administrasi dan teknis sebagaimana dimaksud dalam
lampiran 1, yang digabung dalam satu jilid buku dengan
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cover bertuliskan “Dokumen Permohonan Pengusahaan

Pertambangan Minyak Bumi Pada Sumur Tua” (dengan

menyeutkan nama lokasi dan nama KUD/BUMD).

Dokumen-dokumen administrasi meliputi

a.

Rekomendasi tertulis dari Pemerintah
Kabupaten/Kotamadya dan disetujui oleh Pemerintah
Provinsi setempat.

Akte Pendirian dan anggaran dasar KUD/BUMD beserta
perubahannya yang telah mendapatkan pengesahan dari
pejabat/instansi yang berwenang.

Fotokopi Surat Tanda Daftar Perusahaan (TDP) yang
diketahui  oleh  pimpinan KUD/BUMD  dengan
ditandatangani oleh pimpinan dari cap KUD/BUMD.
Fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) yang
diketahui  oleh  pimpinan KUD/BUMD dengan
ditandatangani oleh pimpinan dari cap KUD/BUMD.
Fotokopi Surat Keterangan Domisili yang diketahui oleh
pimpinan KUD/BUMD dengan ditandatangani oleh
pimpinan dan cap KUD/BUMD.

Surat pernyataan tertulis di atas materai cukup,
mengenai kesanggupan memenuhi ketentuan peraturan
perundang-undangan yang berlaku dan pernyataan
bahwa semua data dan dokumen yang disampaikan oleh
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g.

KUD/BUMD adalah benar dengan ditandatangai oleh
pimpinan KUD/BUMD sesuai dengan lampiran I1.
Penjelasan dan struktur Organisasi KUD/BUMD

Dokumen-dokumen teknis meliputi

a.

Peta dan koordinat lokasi Sumur Tua yang dimohonkan
olen KUD/BUMD termasuk peta wilayah administrasi
terkait.

.Jumlah  Sumur Tua vyang dimohonkan dengan

menyebutkan nama lapangannya.

. Rencana memproduksi Minyak Bumi termasuk usulan

imbalan jasa.
Rencana Program Keselamatan dan Kesehatan Kerja
serta Pengelolaan Lingkungan Hidup (RP-K3PL)
termasuk usulan penanggung jawab pelaksanaan yang
mengetahui dan memahami bidang perminyakan serta
melakukan pengelolaan dan pemantauan lingkungan
sebagaimana dimaksud dalam lampiran I1lI.
Teknologi/metoda yang akan digunakan.
Kemampuan keuangan (fotokopi, bukti pembayaran
pajak tahunan dan pajak bulanan pada 3 bulan terakhir,
fotokopi rekening bank atas nama KUD/BUMD, dan
laporan keuangan satu tahun terakhir yang sudah di
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audit: untuk KUD/BUMD baru cukup fotokopi rekening

bank atas nama KUD/BUMD dan neraca awal):

g. Rencana tenaga kerja yang akan digunakan

Selanjutnya apabila permohonan sumur tua sudah

dilampirkan maka akan dilakukan evaluasi oleh KKKS.

Apabila evaluasi juga sudah memenuhi ketentuan selanjutnya

akan dilaksanakan perjanjian mengusahakan minyak bumi pada

sumur tua. Ketentuan-ketentun perjanjian pengusahaan minyak

bumi pada sumur tua:

1.

Berdasarkan  persetujuan  Menteri ESDM  atas

permohonan KUD/BUMD, selanjutnya KKKS dan

KUD/BUMD wajib menyelesaikan Perjanjian Sumur

Tua.

Perjanjian Sumur Tua minimum memuat ketentuan

sebagai berikut:

a. Jumlah dan lokasi Sumur Tua yang akan diproduksi

b. Imbalan Jasa

c. Jangka waktu Perjanjian Sumur Tua paling lama 5
(lima) tahun dan dapat diperpanjang untuk jangka
waktu paling lama 5 (lima) tahun dengan pengajuan
permohonan perpanjangan kontrak tidak kurang dari 6
('enam) bulan sebelum Perjanjian berakhir. Jangka
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waktu perjanjian sebagaimana dimaksud tidak
melebihi jangka waktu KKS.

. Alat bantu mekanik atau teknologi yang digunakan.

. Kewajiban KUD/BUMD menyediakan tenaga kerja
yang mempunyai kemampuan untuk kemampuan
untuk melaksanakan perjanjian dan menunjuk
penanggung jawab pelaksana teknis pengusahaan
Sumur Tua (Kepala atau Wakil Kepala Teknik
Tambang) vyang harus mendapat persetujuan
pengangkatan dari Ditjen Migas dan bertanggung
jawab terhadap keselamatan dan kesehatan kerja serta
pengelolaan lingkungan hidup.

. Mutu dan spesifikasi Minyak Bumi sesuai dengan
kesepakatan antara KKKS dan KUD/BUMD

. Titik penyerahan Minyak Bumi yang ditetapkan sesuai
dengan kesepakatan antara KKKS dan KUD/BUMD
.Aspek keselamatan dan kesehatan kerja serta
pengelolaan lingkungan hidup

I. Aspek teknik pengelolaan maupun permodalan.

j. Penyelesaian  perselisihan ~ melalui  musyawarah
mufakat, dan apabila tercapai kesepakatan dapat
diteruskan melalui Badan Arbitrase  Nasional
Indonesia.
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k. Hak dan Kewajiban KUD/BUMD dan KKKS.

Dengan memperhatikan angka 2,3 diatas, KUD/BUMD
bertanggung jawab kepada KKKS atas setiap kerugian
yang timbul kepada KKKS ataupun pihak lain dalam
melaksanakan Perjanjian Memproduksi Minyak Bumi,
tetapi tanggung jawab KUD/BUMD tersebut tidak
menghapuskan tanggung jawab KKKS  kepada
BPMIGAS atau pihak lain.

KUD/BUMD wajib menyerahkan seluruh produksi
Minyak Bumi yang dihasilakan kepada KKKS. Apabila
KUD/BUMD terbukti tidak menyerahkan sebagian
dan/atau seluruh hasil produksi Minyak Bumi kepada
KKKS dan setelah mendapatkan peringatan tertulis dari
KKKS sebanyak 3 (tiga) kali secara berturut-turut atau
tidak berturut-turut, maka KKKS berhak memutuskan
Perjanjian Sumur Tua secara sepihak tanpa kewajiban
pembayaran apapun kepada KUD/BUMD.

Contoh Perjanjian Memproduksi Minyak Bumi pada
Sumur Tua dalam Lampiran 1V dapat disesuaikan dengan
kebutuhan dan kondisi kegiatan pengusahaan Sumur Tua
dengan tetap memperhatikan ketentuan-ketentuan yang
telah diatur dalam PTK ini.
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6. Perjanjian Sumur Tua ditandatangai oleh pimpinan
tertinggi dari KUD/BUMD dan KKKS dengan diketahui
oleh BPMIGAS.

Apabila dibuat mekanisme kepengurusan sumur tua,
dapat dimulai dari permohonan produksi sumur tua oleh
BUMD ataupun KUD yang kemudian permohonan produksi
sumur tua tersebut dievaluasi oleh KKS. Apabila evaluasi
sudah memenuhi standar kemudian hasilnya akan kembali
dikaji oleh BPMIGAS. Setelah evaluasi juga lulus di
BPMIGAS, kemudian akan diserahkan kepada Ditjen Migas
untuk evaluasi terakhir. Bila evaluasi sudah sesuai dengan
ketentuan maka perjanjian antara BUMD ataupun KUD dengan
KKKS yang diketahui diketahui BP MIGAS. Untuk gambaran
mekanisme dari permohonan produski sumur tua sampai

pembuatan perjanjian dapat dilihat dari gambar 2.1.
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Gambar 2.1. Bagan Alir Permohonan Pengusahaan
Pertambangan Minyak Bumi Pada SUMUR TUA Berdasarkan
Permen 01/2008

2.2 Regulasi UKL dan UPL sumur tua

Menurut Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 Pasal
34 ayat (1) bahwa “setiap usaha dan/atau kegiatan yang tidak
termasuk dalam kriteria wajib Amdal, wajib memiliki UKL-

UPL”. Dokumen lingkungan ini digunakan sebagai instrumen
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pencegahan pencemaran yang dibuat pada tahap perencanaan
usaha dan/atau kegiatan. Dokumen tersebut dapat berupa
maupun dokumen Upaya Pengelolaan Lingkungan dan Upaya
Pemantauan Lingkungan yang untuk selanjutnya disingkat
UKL-UPL. Secara khusus tentang kegiatan eksploitasi Minyak
dan dan Gas Bumi serta pengembangan produksi dijelaskan
pada Lampiran | Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup
Nomor 5 Tahun 2012, bahwa yang di wajibkan untuk memiliki
Amdal pada kegiatan lapangan minyak bumi di darat adalah
yang mempunyai skala produksi lebih dari 5.000 BOPD.
Dengan demikian Kegiatan Penambangan Minyak Pada Sumur
Tua merupakan kegiatan diwajibkan untuk menyusun dokumen
UKL UPL karena mempunyai kapasitas produksi kurang dari
5.000 BOPD (Barrel of Oil per Day) atau setara dengan
794.936,47 liter/hari. Dengan adanya rekomendasi UKL UPL
dan kegiatan berlangsung pemrakarsa harus melaporkan secara
perodik kepada instansi lingkungan hidup sesuai wilayah
administrasinya (Said 2006). Seluruh kewajiban yang
tercantum dalam UKL-UPL juga wajib dilaksanakan oleh
penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan dan dilaporkan
secara berkala kepada instansi lingkungan hidup kabupaten/
kota sesuai dengan kewenangannya. Hal ini sesuai dengan apa
yang tertuang dalam Peraturan Menteri Negara Lingkungan
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Hidup Nomor 16 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan

Dokumen Lingkungan Hidup.

2.2.1 Pedoman Pengisian Formulir UKL-UPL
Adapun pedoman pengisian formulir UKL-UPL tertera pada
Peraturan Menteri Lingkungan Hidup no 16. Tahun 2012 yang
lebih tepatnya tertera pada pasal 8 yaitu:

Pasal 8
(1) Formulir UKL-UPL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2
ayat (2) huruf b memuat:
a. identitas pemrakarsa;
b. rencana usaha dan/atau kegiatan;
c. dampak lingkungan yang akan terjadi, dan program
pengelolaan serta pemantauan lingkungan;
d. jumlah dan jenis izin perlindungan dan pengelolaan
lingkungan hidup yang dibutuhkan; dan
e. pernyataan komitmen pemrakarsa untuk melaksanakan
ketentuan yang tercantum dalam formulir UKL-UPL.
f. daftar pustaka; dan
g. lampiran
(2) Pengisian formulir UKL-UPL sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dilakukan sesuai dengan pedoman pengisian formulir
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UKL-UPL sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan

Menteri ini.

Untuk lebih jelasnya pedoman penyusun UKL dan UPL dapat
dilihat berikut ini:

A. ldentitas Pemrakarsa

Tabel 2.1 Identitas Pemrakarsa UKL-UPL

1. | Nama Pemrakarsa *)

2. | Alamat Kantor, Kode pos, No, Telp
dan Fax. Email.

*) Harus ditulis dengan jelas identitas pemrakarsa, termasuk
institusi dan orang yang bertangggung jawab atas rencana
kegiatan yang diajukannya. Jika tidak ada nama badan
usaha/instansi pemerintah, hanya ditulis nama pemrakarsa

(untuk perseorangan)
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B. Rencana Usaha dan/atau Kegiatan

1. Nama Rencana Usaha

dan/ atau Kegiatan

2. Lokasi rencana usaha
dan/ atau kegiatan dan
dilampirkan peta yang
sesuai dengan kaidah
kartografi dan/ atau
ilustrasi lokasi dengan

skala yang memadai.

3. Skala/Besaran rencana
usaha dan/atau
Kegiatan

Keterangan

Tuliskan ukuran hiasan dan
atau panjang dan/atau volume
dan/atau kapasitas atau besaran
lain yang dapat digunakan
untuk memberikan gambaran

tentang skala kegiatan.
Sebagai contoh antara lain:

1. Bidang Industri: jenis dan
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kapasitas  produksi, jumlah
bahan baku dan penolong,
jumlah penggunaan energi dan

jumlah penggunaan air

2. Bidang pertambangan luash
lahan, Cadangan dan kualitas
bahan tambang, panjang dan
luas lintasan uji seismik dan

jumlah bahan peledak

3. Bidang Perhubungan luas,
panjang dan volume fasilitas
perhubungan yang akan
dibangun, kedalaman tambatan
dan bobot kapal sandar dan
ukuran-ukuran lain yang sesuai

dengan bidang perhubungan

4. Pertanian: luas rencana
usaha  dan/atau kegiatan,
kapasitas  unit  pengolahan,
jumlah  bahan baku dan

penolong, jumlah penggunaan
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energi dan jumlah penggunaan

air.

5. Bidang pariwisata: luas
lahan yang digunakan, luas
fasilitas pariwisata yang akan
dibangun,  jumlah kamar,
jumlah mesin laundry, jumlah
hole, kapasitas tempat duduk,
tempat hiburan dan jumlah

kursi restoran

6. Bidang-bidang lainnya...

4.

Garis besar komponen rencana usaha dan/atau kegiatan

Pada bagian ini pemrakarsa menjelaskan:

a.

kesesuaian

Kesesuaian lokasi rencana kegiatan dengan tata ruang
Bagian ini menjelaskan mengenai Kesesuaian lokasi
rencana usaha dan/atau kegiatan dengan rencana tata
ruang sesuai ketentuan peraturan perundangan. Informasi
rencana usaha dan/atau kegiatan

dengan rencana tata ruang seperti tersebut di atas dapat
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disajikan dalam bentuk peta tumpang susun (overlay)
antara peta batas tapak proyek rencana usaha dan/atau
kegiatan dengan peta RTRW yang berlaku dan sudah
ditetapkan (peta rancangan RTRW tidak dapat
dipergunakan). Berdasarkan hasil analisis  spasial
tersebut, pemrakarsa selanjutnya menguraikan secara
singkat dan menyimpulkan kesesuaian tapak proyek
dengan tata ruang apakah seluruh tapak proyek sesuai
dengan tata ruang, atau ada sebagian yang tidak sesuai,
atau seluruhnya tidak sesuai. Dalam hal masih ada
hambatan atau keragu-raguan terkait  informasi
kesesuaian dengan RTRW, maka pemrakarsa dapat
meminta bukti formal/fatwa dari instansi yang
bertanggung jawab di bidang penataan ruang seperti
BKPTRN atau BKPRD. Bukti-bukti yang mendukung
kesesuaian dengan tata ruang wajib dilampirkan. Jika
lokasi rencana usaha/atau kegiatan tersebut tidak sesuai
dengan rencana tata ruang, maka formulir UKL-UPL
tersebut tidak dapat diproses lebih lanjut sesuai dengan
ketentuan pasal 14 ayat (3) PP No. 27 Tahun 2012.
Disamping itu, untuk jenis rencana usaha dan/atau
kegiatan tertentu, pemrakarsa harus melakukan analisis
spasial kesesuaian lokasi rencana usaha dan/atau kegiatan
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dengan peta indikatif penundaan izin baru (PIPIB) yang
tercantum dalam Inpres Nomor 10 Tahun 2011, atau
peraturan revisinya maupun terbitnya ketentuan baru
yang mengatur mengenai hal ini. Berdasarkan hasil
analisis spatial tersebut, pemrakarsa dapat menyimpulkan
apakah lokasi rencana usaha dan/atau kegiatan 3 tersebut
berada dalam atau di luar kawasan hutan alam primer dan
lahan gambut yang tercantum dalam PIPIB. Jika lokasi
rencana usaha/atau kegiatan tersebut berada dalam
PIPIB, kecuali untuk kegiatan-kegiatan tertentu yang
dikecualikan seperti yang tercantum dalam Inpres Nomor
10 Tahun 2011, maka formulir UKL-UPL tersebut tidak
dapat diproses lebih lanjut. Kesesuaian terhadap lokasi
rencana usaha dan atau kegiatan berdasarkan peta
indikatif penundaan izin baru (PIPIB) yang tercantum
dalam Inpres Nomor 10 Tahun 2011, berlaku selama 2
(dua) tahun terhitung sejak Instruksi Presiden ini
dikeluarkan.

Penjelasan mengenai persetujuan prinsip atas rencana
kegiatan Bagian ini menguraikan perihal adanya
persetujuan prinsip yang menyatakan bahwa jenis usaha

kegiatan tersebut secara prinsip dapat dilakukan dari
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C.

pihak yang berwenang. Bukti formal atas persetujuan
prinsip tersebut wajib dilampirkan.

Uraian mengenai komponen rencana kegiatan yang dapat
menimbulkan dampak lingkungan Dalam bagian ini,
pemrakarsa menuliskan komponen-komponen rencana
usaha dan/atau kegiatan yang diyakini  dapat
menimbulkan dampak terhadap lingkungan. Uraian
tersebut dapat menggunakan tahap pelaksanaan proyek,
yaitu tahap prakonstruksi, kontruksi, operasi dan
penutupan/pasca operasi. Tahapan proyek tersebut
disesuaikan dengan jenis rencana usaha dan/atau

kegiatan.

Dampak Lingkungan yang Ditimbulkan dan Upaya

Pengelolaan Lingkungan Hidup serta Upaya Pemantauan

Lingkungan Hidup Bagian ini pada dasarnya berisi satu

tabel/matriks, yang merangkum mengenai:

1. Dampak lingkungan yang ditimbulkan rencana usaha
dan/atau kegiatan Kolom Dampak Lingkungan terdiri
atas empat sub kolom yang berisi informasi:

a. sumber dampak, yang diisi dengan informasi

mengenai jenis sub kegiatan penghasil dampak
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untuk setiap tahapan Kkegiatan (prakontruksi,

konstruksi, operasi dan pasca operasi);

. jenis dampak, yang diisi dengan informasi tentang

seluruh dampak lingkungan yang mungkin timbul
dari kegiatan pada setiap tahapan kegiatan; dan

. besaran dampak, yang diisi dengan informasi

mengenai: untuk parameter yang  bersifat
kuantitatif, besaran dampak harus dinyatakan

secara kuantitatif.

. Bentuk upaya pengelolaan lingkungan hidup Kolom

Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup terdiri atas tiga

sub kolom yang berisi informasi:

a.

bentuk Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup,
yang diisi dengan informasi mengenai bentuk/jenis
pengelolaan lingkungan hidup yang direncanakan
untuk mengelola setiap dampak lingkungan yang
ditimbulkan;

. lokasi Pengelolaan Lingkungan Hidup, yang diisi

dengan informasi mengenai lokasi dimana
pengelolaan lingkungan dimaksud dilakukan (dapat
dilengkapi dengan narasi yang menerangkan bahwa

lokasi tersebut disajikan lebih jelas dalam peta
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pengelolaan lingkungan pada lampiran UKL-UPL);
dan

c. periode pengelolaan lingkungan hidup, yang diisi
dengan informasi  mengenai  waktu/periode
dilakukannya  bentuk  upaya pengelolaan
lingkungan hidup yang direncanakan.

3. Bentuk upaya pemantauan lingkungan hidup Kolom
Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup terdiri atas tiga
sub kolom yang berisi informasi:

a. bentuk Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup,
yang diisi dengan informasi mengenai cara,
metode, dan/atau teknik untuk melakukan
pemantauan atas kualitas lingkungan hidup yang
menjadi  indikator  kerberhasilan  pengelolaan
lingkungan hidup (dapat termasuk di dalamnya:
metode pengumpulan dan analisis data kualitas
lingkungan hidup, dan lain sebagainya);

b. lokasi Pemantauan Lingkungan Hidup, yang diisi
dengan informasi mengenai lokasi dimana
pemantauan lingkungan dimaksud dilakukan (dapat
dilengkapi dengan narasi yang menerangkan bahwa

lokasi tersebut disajikan lebih jelas dalam peta
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pemantauan lingkungan pada lampiran UKL-UPL);
dan

c. periode pemantauan lingkungan hidup, yang diisi
dengan informasi  mengenai  waktu/periode
dilakukannya  bentuk upaya pemantauan
lingkungan hidup yang direncanakan.

. Institusi pengelola dan pemantauan lingkungan hidup

Kolom Institusi  Pengelola dan  Pemantauan

Lingkungan Hidup, yang diisi dengan informasi

mengenai berbagai institusi yang terkait dengan

pengelolaan lingkungan hidup dan pemantauan
lingkungan hidup yang akan:

a. melakukan/melaksanakan pengelolaan lingkungan
hidup dan pemantauan lingkungan hidup;

b. melakukan ~ pengawasan  atas  pelaksanaan
pengelolaan lingkungan hidup dan pemantauan
lingkungan hidup; dan

c. menerima pelaporan secara berkala atas hasil
pelaksanaan komitmen pengelolaan lingkungan
hidup dan pemantauan lingkungan hidup sesuai
dengan lingkup tugas instansi yang bersangkutan,
dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Dalam bagian ini, Pemrakarsa dapat melengkapi
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dengan peta, sketsa, atau gambar dengan skala
yang memadai terkait dengan program pengelolaan
dan pemantauan lingkungan. Peta yang disertakan

harus memenuhi kaidah-kaidah kartografi

UPAYA PENGELOL HIDUP TP LINGKUNGAN HIDUP INSTITUST
PENGELOLA
DAN

BENTUK UPAYA TORAST FERIODE BENTUK UPAYA LORASI PERIODE

SUMBER JENIS. BESARAN ENGELOLAAN PENGELOLAAN | PENGELOLAAN . 3

DAMPAK DAMPAK DAMPAK LINGKUNGAN
HIDUP

LINGKUNGAN NG LINGKUNGAN | LINGKUNGAN | LINGKUNGAN
HIDUP HIDUP. HIDUP. HIDUP

TMuliskan | (Tuliskan

2. Limbah erjadinya ul 90% lim at | Lokast pengelolaan
« nu t limbah padat adalah | limbah padat
a ndang | dilakuka

padatan akan
dibagi ke digester
dan dibuat

pupuk

Gambar 2.2 Contoh Matriks UKL-UPL

D. Jumlah dan Jenis Izin 1ZIN PPLH yang Dibutuhkan
Dalam hal rencana usaha dan/atau kegiatan yang diajukan
memerlukan izin PPLH, maka dalam bagian ini, pemrakarsa
menuliskan daftar jumlah dan jenis izin perlindungan dan
pengelolaan lingkungan hidup yang dibutuhkan berdasarkan

upaya pengelolaan lingkungan hidup.
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E.  Surat Pernyataan Bagian ini berisi pernyataan/komitmen
pemrakarsa ~ untuk  melaksanakan ~ UKL-UPL  yang

ditandatangani di atas kertas bermaterai.

F.  Daftar Pustaka Pada bagian ini utarakan sumber data dan
informasi yang digunakan dalam penyusunan UKL-UPL baik
yang berupa buku, majalah, makalah, tulisan, maupun laporan
hasil-hasil penelitian. Bahan-bahan pustaka tersebut agar

ditulis dengan berpedoman pada tata cara penulisan pustaka.

G. Lampiran Formulir UKL-UPL juga dapat dilampirkan
data dan informasi lain yang dianggap perlu atau relevan,
antara lain:

1. bukti formal yang menyatakan bahwa jenis usaha
kegiatan tersebut secara prinsip dapat dilakukan;

2. bukti formal bahwa rencana lokasi Usaha dan/atau
Kegiatan telah sesuai dengan rencana tata ruang yang
berlaku (kesesuaian tata ruang ditunjukkan dengan
adanya surat dari Badan Koordinasi Perencanaan Tata
Ruang Nasional (BKPTRN), atau instansi lain yang
bertanggung jawab di bidang penataan ruang);

3. informasi detail lain mengenai rencana kegiatan (jika
dianggap perlu);
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4. peta yang sesuai dengan kaidah kartografi dan/atau
ilustrasi lokasi dengan skala yang memadai yang
menggambarkan lokasi pengelolaan lingkungan hidup
dan lokasi pemantauan lingkungan hidup; dan

5. data dan informasi lain yang dianggap perlu.

Tabel 2.2 Peraturan Lingkungan Sumur Tua

Peraturan Pasal dan ayat Isi

Undang-undang Pasal 20 ayat 1  Penentuan  terjadinya

Republik pencemaran lingkungan
Indonesia Nomor hidup diukur melalui
32 Tahun 2009 baku mutu lingkungan
Tentang hidup

Perlindungan Dan

Pasal 20 ayat 2 Baku mutu lingkungan

Pengelolaan hidup meliputi:

Lingkungan Hidup
a. Baku mutu air;

b. Baku mutu air

limbah;

¢. Baku mutu air laut;
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d. Baku mutu udaran

ambien;
e. Baku mutu emisi;

f. Baku mutu

gangguan; dan

g. Baku mutu lain
sesuai dengan
perkembangan ilmu
pengetahuan dan

teknologi

Pasal 34 ayat 1 Setiap usaha dan/atau

kegiatan yang tidak
termasuk dalam kriteria
wajib amdal  wajib
memiliki UKL UPL.

Pasal 71 ayat 1

Menteri, gubernur, atau
bupati/walikota sesuai

dengan kewenangannya
wajib melakukan

pengawasan terhadap
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ketaatan ~ penanggung
jawab usaha dan/atau
kegiatan atas ketentuan
yang ditetapkan dalam
peraturan peruandang-
undangan di bidang
perlindungan dan
pengelolaan lingkungan
hidup.

Pasal 71 ayat 2

Menteri, gubernur, atau
bupati/walikota  dapat

mendelegasikan
kewenangannya dalam
melakukan pengawasan
kepada pejabat/instansi
teknis yang
bertanggung jawab di
bidang perlindungan
dan pengelolaan
lingkungan hidup.

Peraturan
Pemerintah No. 18

Pasal 3

Setiap orang  yang

melakukan usaha
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Tahun
Tentang
Pengelolaan
Limbah
Berbahaya

Beracun

1999

Bahan

Dan

dan/atau kegiatan yang
menghasilkan  limbah
B3 dilarang membuang
limbah B3 yang
dihasilkannya itu secara
langsung ke dalam
media lingkungan hidup
tanpa pengelolaan
terlebih dahulu

Peraturan Menteri

Negara

Pasal 10 ayat 1
huruf d angka

Lingkungan Hidup 2

Nomor 19 Tahun
2010 Tentang
Baku Mutu Air

Limbah

Bagi

Usaha Dan/Atau
Kegiatan Minyak

Dan Gas

Panas Bumi

Serta

Menyampaikan
Laporan tentang
pencatatan debit harian
dan kadar parameter
baku mutu air limbah
sebagaimana dimaksud
pada huruf b dan huruf
¢ paling sedikit 3 (tiga)
bulan sekali kepada
Bupati/Walikota,
Gubernur, Menteri dan

instansi terkait.
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Peraturan
Pemerintah
Republik
Indonesia Nomor
27 Tahun 2012
Tentang Izin
Lingkungan

Pasal 3 ayat 2

Setiap Usaha dan/atau
Kegiatan yang tidak
termasuk dalam kriteria
wajib Amdal
sebagaimana dimaksud
pada ayat 1 wajib
memiliki UKL-UPL

Pasal 18 poin b

Pembinaan dan/atau
pengawasan terhadap
Usaha dan/atau
kegiatan dilakukan oleh
lebih  dari  1(satu)

kementerian, lembaga

pemerintah non
kementerian, satuan
kerja pemerintah

provinsi, atau satuan
kerja pemerintah
kabupaten/kota.

Peraturan Menteri
Negara

Lingkungan Hidup

Lampiran 1V

Seluruh kewajiban yang
tercantum dalam UKL
UPL wajib

34| Page



No. 16 Tahun dilaksanakan oleh
2012 tentang pemrakarsa dan
Pedoamn dilaporkan secara
Penyusunan berkala kepada instansi
Dokumen bersangkutan
Lingkungan

Hidup.

Peraturan Menteri Pasal 15ayat1 Dalam  Memproduksi
Energi Dan Minyak Bumi, KUD
Sumber Daya atau BUMD  wajib

Mineral Nomor 01
Tahun 2008
Tentang Pedoman
Pengusahaan
Pertambangan
Minyak Bumi

Pada Sumur Tua

bertanggung jawab atas
aspke keselamatan,

kesehatan kerja dan
pengelolaan lingkungan

hidup

Undang-undang Pasal 8 ayat 1

Republik
Indonesia Nomor
30 Tahun 2007

Setiap kegiatan
pengelolaan energi
wajib  mengutamakan
penggunaan teknologi
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Tentang Energi

yang ramah lingkungan

dan memenuhi
ketentuan yang
disyaratkan dalam

peraturan  perundang-
undangan di bidang

lingkungan hidup.

Peraturan

Kabupaten

Daerah

Blora

Nomor 2 Tahun
2011 Tentang

Perlindungan dan

Pengelolaan
Lingkungan

Pasal 29 ayat 1

Setiap usaha dan/atau
kegiatan yang tidak
termasuk dalam kriteria
wajib  Amdal  wajib
memiliki UKL UPL

Pasal 29 ayat 2

Bupati menetapkan
jenis usaha dan/atau
kegiatan yang wajib
dilengkapi dengan UKL
UPL

Keputusan
Blora

Bupati

Nomor

660.1/345/2014

tentang

jenis

Lampiran K.
Bidang Energi
dan  Sumber

Daya Mineral

Kegiatan  Eksploitasi
Minyak dan Gas serta
Pengembangan

Produksi didarat pada
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rencana usaha
dan/atau kegiatan
yang wajib
dilengkapi dengan
upaya pengelolaan
lingkungan hidup
dan upaya
pemantauan

lingkungan

Lapangan minyak bumi
dengan produksi <5000
BOPD wajib dilengkapi
dengan upaya
Pengelolaan lingkungan
dan Upaya Pemantauan
Lingkungan.

2.3 Prosedur Pemanfaatan Sumur Tua

Berikut adalah prosedur pemanfaatan sumur tua :

a. Pemilihan sumur yang akan dibuka

b. Persiapan lokasi

c. Pelaksanaan pembersihan/pembukaan sumur

d. Pengurasan

e. Produksi
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2.3.1 Pemilihan sumur yang akan dibuka
Pemilihan sumur ini berdasarkan pada data geologi dan data
sumur yang ada, meliputi :
a. Sejarah produksi masa lalu/sebelum ditinggalkan
b. Kedalaman sumur
c. Profil sumur

d. Kendala yang ada (kondisi sumur terakhir)

2.3.2 Persiapan lokasi
Setelah dilakukan pemilihan sumur, dilakukan persiapan lokasi
antara lain:
a. Pembersihan lokasi sumur
b. Pembuatan jalan menuju lokasi sumur
c. Pembuatan cellar
d. Pembuatan bak penampung minyak hasil produksi

2.3.3 Pelaksanaan pembersihan/pembukaan sumur
Kondisi sumur tua yang ada dalam kondisi tertutup tanah, batu,
maupun benda-benda lain seperti pipa, besi, dll, sehingga perlu

dibersihkan agar kondisi sumur seperti kondisi semula.

2.3.4 Pengurasan
Setelah pembersihan sumur, tahap selanjutnya adalah
pengurasan, tujuan pengurasan adalah untuk membersihkan
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cairan lumpur dan air yang ada di dalam sumur. Pengurasan ini

dilakukan sampai fluida keluar dari dalam sumur.

2.3.5 Produksi
Setelah pengurasan selesai dan minyak mulai ikut terproduksi,
maka tahap selanjutnya adalah produksi minyak. Untuk
teknologi konvensional proses produksinya adalah dengan cara
cairan (minyak dan air) dimasukkan ke dalam bak pemisah
sekaligus sebagai penampung minyak, yang selanjutnya
dipompa dengan menggunakan pompa alcon ke truk tangki
untuk dibawa ke PPM (pusat penampungan minyak). Alat yang
digunakan pada tahap produksi ini adalah:
a. Truk
b. Timba
c. Seling timba
d. Bak pemisah/penampung

e. Pompa Alcon
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BAB 3
DEGRADASI LINGKUNGAN AKIBAT SALAH
KELOLA

3.1 Pendahuluan

Degradasi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia
adalah kemunduran, kemerosotan atau penurunan. Lingkungan
adalah kesatuan dengan segala sesuatu ruang, daya, keadaan,
dan makhluk hidup, termasuk manusia, dan perilaku, yang
mempengaruhi  kelangsungan mata  pencaharian  dan
kesejahteraan manusia dan makhluk hidup lainnya. Dan
menurut para ahli, Degradasi lingkungan adalah penurunan
kualitas lingkungan akibat kegiatan pembangunan yang
dicirikan dengan tidak berfungsinya komponen-kompionen
lingkungan secara baik. Atau bisa juga dikatakan degradasi
lingkungan adalah keadaan lingkungan yang alami mengarah
pada kerusakan keanekaragaman hayati dan membahayakan
kesehatan  lingkungan. Penyebab terjadinya degradasi
lingkungan bisa karena alam ataupun karena ulah manusia.
Degradasi Lingkungan memiliki penyebab terjadinya dan
dampak dari degradasi lingkungan yang timbul.

3.2 Penyebab Degradasi Lingkungan
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Dalam kegiatan mendapatkan minyak dari sumur tua
yang dikembangkan kembali banyak hal yang harus dilakukan
sesuai standar operasional agar dampak terhadap lingkungan
dapat diminimalisir karena kegiatan yang dilakukan harus
sesuai dengan Pedoman Tata Kerja BP Migas Nomor
023/PTK/I11/2009. Berikut beberapa kegiatan yang tidak sesuai
standar yang dilakukan:

3.21 Menara Timba

Menara timba merupakan suatu hal yang sangat
penting untuk dibuat dalam melakukan operasi
sumur tua karena menara timba dibuat untuk
menahan besarnya beban yang setidaknya
ditimbulkan dari pipa atau alat yang digunakan
untuk mengambil minyak dari bawah permukaan.
Sedangkan menurut PTK BPMIGAS menara timba
setidaknya harus terbuat dari besi. Tingginya
menara timba dapat disesuaikan dengan besar beban
yang dapat dihitung, agar pada saat produksi tidak
terjadi kecelakaan, dan tidak terjadi tumpahan
minyak apabila pada pengangkatan ke permukaan
tidak menggunakan pipa produksi. Serta, menara
besi yang digunakan jauh lebih kuat dan kokoh
dengan empat kaki yang digunakan, sehingga
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kecelakaan dapat diminimalisir dan biaya akibat

kecelakaan tidak dikeluarkan.

3.2.2 Kepala Sumur

Kepala sumur atau well-head merupakan peralatan
kontrol sumur di permukaan yang terbuat dari besi
baja membentuk suatu sistem seal/penyekat untuk
menahan semburan atau kebocoran cairan sumur ke
permukaan yang tersusun atas casing head (casing
hanger) dan tubing head (tubing hanger). Casing
Hanger merupakan fitting (sambungan) tempat
menggantungkan casing. Diantara casing string
pada casing head terdapat seal untuk menahan
aliran fluida keluar. Serta Tubing Head, alat ini
terletak dibawah x-mastree untuk menggantungkan
tubing dengan sistem keranan (X-mastree). Fungsi
utama dari tubing head, adalah sebagai penyokong
rangkaian tubing, menutup ruangan antara casing-
tubing pada waktu pemasangan Xx-mastree atau
perbaikan kerangan/valve, dan fluida yang mengalir
dapat dikontrol dengan adanya connection
diatasnya. Sedangkan pada produksi sumur tua yang
dilaksanakan dengan kepala sumur yang tidak
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terbuat dari semen dan tidak ada bak disekitarnya.
Dengan keadaan tersebut, fungsi dari kepala sumur
jelas tidak optimal karena tidak dapat menahan
semburan atau kebocoran cairan sumur ke
permukaan, sehingga minyak yang keluar akan
mencemari  lingkungan  sumur dan  dapat
membahayakan sungai mengingat sungai sebagai
sumber air utama. Oleh karena itu, jelas bahwa
kepala sumur yang dibuat harus berbahan dasar
minimal semen agar dapat berfungsi sebagaimana

mestinya.

3.2.3 Bak Pengolahan Limbah
Bak pengelolaan limbah merupakan suatu tempat
yang digunakan sebagai media pemisahan antara
minyak dan air yang minimal terbuat dari semen.
Apabila pemisahan minyak dan air dilakukan pada
kolam yang dibuat secara temporary dan tidak
dilapisi semen atau bahan yang sejenisnya maka
limbah dari minyak tersebut akan mencemari
lingkungan dan menyebabkan biotik disekitar akan

rusak secara temporary ataupun permanen.
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3.2.4  Pengelolaan B3

Limbah B3 dan non B3 yang dihasilkan dari
kegiatan pertambangan minyak bumi pada sumur
tua harus dikelolah sesuai dengan ketentuan yaitu,
pertama lumpur minyak (sludge)dan barang lain
yang tercemar minyak harus dikumpulkan pada
tempat khusus yang diberi label "limbah B3" dan
tidak dicampur dengan sampah lain. Kedua Lumpur
minyak dan barang tercemar minyak (limbah B3)
wajib disampaikan kepada kontraktor kontrak kerja
sama (kkks) untuk dikelola lebih lanjut sesuai
dengan ketentuan yang berlaku. Ketiga Limbah
padat yang dapat di daur ulang seperti besi, plastik,
dan kaca harus dikumpulkan pada tempat khusus
yang diberi label "limbah daur ulang" untuk dapat
di daur ulang. Keempat Limbah padat lain seperti
sampah, daun dan ranting harus dikumpulkan pada
tempat Khusus diberi label "sampah organik".
Kelima Pembuangan limbah padat/sampah organik
pada tempat yang telah ditentukan pemerintah
setempat. Keenam Kud/bumd wajib menjaga area
kerja dan lingkungan. Apabila tidak adanya tempat
untuk pengelolaan B3 maka produksi sumur tua
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akan sangat berbahaya karena limbah yang
dihasilkan pasti dibuang sembarangan sehingga

akan berdampak sangat buruk terhadap lingkungan.

3.2.5 Jarak Mesin dan Sumur
Perhitungan jarak mesin dan sumur harus lebih dari
50 meter karena akan berdampak keselamatan
pekerja, dan produksi minyak. Jarak 50 meter
merupakan jarak aman, sehingga dengan kurangnya
pendukung untuk memproduksi sumur migas maka
jarak mesin dan sumur kurang dari 50 meter yang
merupakan bukan jarak yang sesuai dengan
prosedur, sehingga memperbesar terjadinya

kecelakaan pada kegiatan produksi sumur.

3.2.6  Proses Pemindahan Minyak
Proses pemindahan minyak yang dilakukan yaitu
dari bawah permukaan ke permukaan dengan
menggunakan pipa agar minyak yang dihasilkan
maksimal dan tidak terjadinya penumpahan minyak
yang mengakibatkan rusaknya keadaan lingkungan
sekitar dan berdampak pada penduduk sekitar.
Tetapi pada produksi sumur tua banyak titik sumur
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yang masih menggunakan pengangkutan secara
manual. Dengan dilakukannya hal tersebut
kemungkinan terjadinya gangguan lingkungan
sangatlah besar akibat tumpuhan minyak dan proses

pemindahan minyak yang tidak sesuai prosedur.

3.2.7  Proses Pengiriman
Proses pengiriman minimal yang dilakukan yaitu
dengan menggunakan mobil tangki khusus yang
terbuat dari bahan besi-baja. Dengan pengiriman
yang dilakukan menggunakan drum biasa dan
tedmond hal tersebut sangat berbahaya terhadap
pengiriman. Apabila topografi jalan tidak baik maka
kecelakaan dan kebakaran akibat minyak yang
tumpah sangat mungkin terjadi dibandingkan
dengan mobil tangki khusus yang digunakan. Oleh
karena itu, dampak lingkungan akibat kecelakaan
dari proses pengiriman yang tidak sesuai standar
sangat besar, dan harus diminimalisir demi

kepentingan lingkungan hidup.

3.2.8 Pengelolaan Kualitas Udara
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Pengelolaan kualitas udara berkaitan dengan
pembakaran terbuka terhadap lumpur minyak yang
telah dipisahkan tidak boleh dilakukan. Pembakaran
terbuka yang dilakukan menyebabkan polusi udara
yang berdampak luas terhadap penduduk dan
lingkungan. Berat jenis udara hasil pembakaran
lumpur migas yang kecil, jelas membuat polusi
yang meluas. Polusi yang terhirup manusia akan
berdampak terhadap gangguan kesehatam seperti
ISPA (Infeksi Saluran Pernafasan) dan apabila
menutup  rongga udara  tumbuhan akan
menyebabkan tumbuhan dan tanaman yang ada
akan rusak atau bahkan populasi tumbuhannya akan
mati mengingat dampak yang terjadi sangatlah luas.

3.3  Dasar Pengelolaan yang Dapat Dilakukan

Landasan pengelolaan limbah dari kegiatan eksploitasi
sumur tua (aspek lingkungan). Pedoman Tata Kerja
BPMIGAS No. 023/PTK/III/2009 Tentang Pengusahaan
pertambangan minyak bumi pada sumur tua. Berdasarkan
pedoman tata kerja (ptk) pengusahaan pertambangan minyak
bumi pada sumur tua nomor 023/PTK/III/2009 dari Badan
pelaksana kegiatan usaha hulu minyak Dan gas bumi
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(bpmigas), maka hal yang perlu Diperhatikan di aspek

perlindungan Lingkungan dalam kegiatan pertambangan

minyak bumi pada sumur tua yaitu :

3.3.1 Pengelolaan Limbah Cair

Dalam mengelola limbah cair yang dihasilkan dari

kegiatan pertambangan sumur tua minyak bumi maka harus

melakukan prosedur operasi pengelolaan lingkungan (POPL)

yaitu :
a)

b)

lubang sumur wajib dilengkapi dengan bak semen
(cellar)untuk menghindari adanya cairan dari
Sumur ke lingkungan,

tempat penumpahan cairan dari sumur harus dibuat
dari semen agar tidak terjadi ceceran minyak ke
lingkungan atau rembesan ke tanah, cairan
kemudian dialirkan ke bak pemisah memakai
penyalur yang kedap rembesan/pleteran semen.
tempat pemisahan minyak dari air harus dibuat dari
semen sehingga tidak terjadi tumpahan minyak atau
cairan ke lingkungan atau rembesan ke tanah,
limbah air terproduksi harus ditampung pada bak

pengolah limbah.
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d)

Bak pengolah limbah terbuat dari beton/plesteran
semen bersekat sedemikian rupa sehingga bagian
minyak dapat tertampung di atas dan air dapat
mengalir lewat bagian bawah (system oil catcher)
limbah air boleh dibuang setelah memenuhi baku
mutu sesuai ketentuan yang berlaku.

Lokasi tempat pembuangan air limbah harus
mendapat persetujuan dari pemerintah setempatl
lantai dasar tempat pengisian minyak ke dalam
drum agar dibuat dari plesteran semen, sehingga
tidak terjadi tumpahan minyak atau cairan

kelingkungan atau rembesan ke tanah.

Cellar Pemisah Minyak Pengolah Air Limbah
Penumpahan w— Titik
Cairan m—_— Buang
——l_l—. a D
— =
' —> —> a—o
_‘— -
k ~> ~—> —>
Lantal Semen/
Beton
Tampak Atas

Sketsa Pengolahan Limbah

Gambar 3.1 Sketsa Pengolahan Limbah
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3.3.2 Pengelolaan Kualitas Udara

KUD/BUMD dalam melakukan kegiatan
pertambangan minyak bumi pada sumur tua dilarang
melakukan pembakaran terbuka terhadap lumpur minyak atau
barang yang tercemar minyak karena dikategorikan sebagali
limbah B3 sehingga harus dikelola sesuai ketentuan

pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3).

3.3.3 Pengelolaan Limbah B3 Dan Non B3

Limbah B3 dan non B3 yang dihasilkan dari kegiatan
pertambangan minyak bumi pada sumur tua harus dikelolah
sesuai dengan ketentuan sebagai berikut :

a. Lumpur minyak (sludge)dan barang lain yang
tercemar minyak harus dikumpulkan pada
tempat khusus yang diberi label "limbah B3"
dan tidak dicampur dengan sampabh lain.

b. Lumpur minyak dan barang tercemar minyak
(limbah B3) wajib disampaikan kepada
kontraktor kontrak kerja sama (kkks) untuk
dikelola lebih lanjut sesuai dengan ketentuan
yang berlaku.

c. Limbah padat yang dapat di daur ulang seperti
besi, plastik, dan kaca harus dikumpulkan
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pada tempat khusus yang diberi label "limbah
daur ulang™ untuk dapat di daur ulang.

. Limbah padat lain seperti sampah, daun dan
ranting harus dikumpulkan pada tempat
Khusus diberi label "sampah organik™

. Pembuangan limbah padat/sampah organik
pada tempat yang telah ditentukan pemerintah
setempat.

. KUD/BUMD wajib menjaga area kerja dan

lingkungan.
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BAB 4

PENUTUP

Regulasi Pengembangan Sumur Tua berpedoman
kepada Permen ESDM No. 1 tahun 2008.

Regulasi mengenai UKL dan UPL tertera pada
Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Pasal 8 No.
16 Tahun 2012.

Penentuan dan perhitungan metode geofisika
merupakan salah satu hal utama yang harus
dilakukan dalam pengelolaan sumur tua.

Setiap metode geofisika memiliki kekurangan dan
kelebihan dalam penerapannya.

Ketidakpahaman dan ketidakpedulan pekerja sumur
tua terhadap standar operasi produksi menyebabkan
degradasi lingkungan dengan skala kecil maupun
besar

Diharapkan muncul regulasi Perda terbaru

mengenai sumur tua.
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7. Diharapkan ada regulasi tentang pengembangan
sumur tua dan pengelolaan lingkungan yang lebih
lengkap dan spesifik.

8. Sebagai calon praktisi dalam dunia pengelolaan
sumur tua, sebaiknya memahami kelebihan dan
kekurangan masing-masing metode geofisika agar
tepat guna dengan kondisi yang berlaku.

9. Harus ada pengawasan khusus dari masyarakat
ataupun pemerintah setempat terhadap kegiatan
yang dilakukan terhadap sumur tua untuk
meminimumkan degradasi lingkungan akibat salah
kelola.
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LAMPIRAN 1
PEDOMEN TATA KERJA PENGUSAHAAN
PERTAMBANGAN MINYAK BUMI PADA SUMUR TUA

Q. PEDOMAN TATA KERJA Helsman 11 dari 42
“ AN PE MINYAK BUMS
bprugas PADA SUMUR TUA : el ' |1g| Rovis ¢

LAMPIRAN |
CHECKLIST PERMOHONAN PENGUSAHAAN PERTAMBANGAN MINYAK
BUMI PADA SUMUR TUA

Micak Tidak
No. Jenis Dokumen Ada | s [Memenuhil o menuni

1 Surat Permohonan

2 | Dokumen Administrasi

Rekomendasi dari Pemerintah
Kabupaten/Kota dan disetujui oleh
Pamerintah Propinsi setermpal.

Akte Pendirian KUD atau BUMD can

nnys yang lelah mendapatkan
pengesahan dari instansi yang
berwenang

Surat Tanda Daftar Perusahaan
{Fotokepi yang diketahul oleh pimpinan
KUD atau BUMD dengan ttd dan cap
perusahaan)

Nomor Pokok Wajit Pajak/NPWP
{Fotckopi yang dketahul olsh pimpinan
KUD atau BUMD dengan ttd dan cap
perusahaan)

Surat Keterangan Domisili (Fotokopi
yang diketahui oleh pimpinan KUD atau
BUMD dengan tid dan cap perusahaan)

Surat pemyataan tertulis di atas metersl
cukup mengenal kesanggupan
memenuhi ketentuan peraturan
perundang-undangan (tid dan cap
perusahaan)

Struktur Organisasi Perusahaan

W =

Gambar 1. Pedoman Tata Kerja
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PEDOMAN TATA KERJA
PENGUSAHAAN PERTAMBANGAN MINYAK BUMI

Halaman 12 gani 42«

bpras PADA SUMUR TUA Fevizi ke - | Tg. Rowst -
a
No. Jenis Dokumen 1}?:: Memanuhs mr'd* e
3 | Ockumen Teknis

Peta dan koardinat lokas sumur tua yang
dimohonkan termasuk pela wilayah
administrasi terkait

Jumiah sumur yang dimohonkan dengan
menyebutian nama lapangannya

Rancana Memproduksikan Minyak Bumi

usulan mbalan jass

Rencana Program Keselamatan dan
Kesehalan Kerja serta Pengelalaan
Lingkungan Hidup termssuk usulan

penanggungjawab pal 1
penandatanganan peranjan.

Teknologl yang akan digunakan
Memproduksikan Minyak Bumi (sisbm
1imba secara mekanik dan pompa).

Kemampuan keuvangan (copy bukti
pembayaran pajak tahunan dan pajak
bulanan pada 3 bulan terakhir, copy
rekening bank atas nama KUD atau
BUMD, neraca keuangan satu tahun
terakhr)

Tenags kevja yang dipekerjakan

Diberixan landa v pada kolom yang sesuai

Gambar 1. Pedoman Tata Kerja (lanjutan)
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Q PEDOMAN TATA KERJA Halaman 13 darl 42
Q PENGUSAHAAN PERTAMBANGAN MINYAK BUMI ==
bprrecas PADA SUMUR TUA e Pensd s : | Tgl Pevis ©

LAMPIRAN I
CONTOH SURAT PENYATAAN DAN KESANGGUPAN

Yang bedtanda tengan dibawah ini -

Namsa >

Jabatan =

Alamat pr—

Dalam hal ini bartindsk untuk dan atas nama KUD/BUMD, . terlebin
dabuly menarangkan sebagal berikut:

A Bahwa KUD/BUMD bermaksud untuk mengajukan permohonan
Memproduicsi Minyak Bumi di .............. (nama lapangan) yang terletak dalam
Wilayah Kerja yang dikeiola oiah . selaku Kontraktor Kontrak Kerja
Sama (KKKS"), um*mummumWESquobmmu
sebagainmana dimaksud dalsm Perasturan Menter Energl dan Sumber Daya Mineral

Nomor 01 Tahun 2008,

B Satwa untuk kepentingan lersebut, dsyaratkan membual pemyataan tertulls bahwa
KUDBUMD sangoup memenuhi keterduan-ketentuan dan  pavaturan perundang-
undangan yang berlaku termasuk namun tidak lerbalas pada seluruh Xetentuan
kegiatan usaha hulu Minyak dan Gas Bumi.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas KUD/BUMD dengan ini menyalakan:

1. Sanggup untuk memenuni katentuan-ketentuan pcramnpcfundang-uvdmgan
yang bedakou d witayah Huloum Negara Repubik ind X r fidak
mmmwnwmmmmunwkdaneu
Bumi, unuk kepentingan Memproduks! Minyak Bumi tersebut.

2. Selruh dokumen yang disampeaikan dalam permohonan Memproouls! Mrysk Sumi
kepada KKKS adalah benar, sesuai cengan aslinya sents diparolah dan dierbitean
secara ssh.

3.  Agabia ada diantara dokumen yang dilampirkan atau pernyalaan yang dibuat
Serbukdi palsu dan@tau foek benar dandastau melanggar hukum, maka KUDBUMD
akan berfanggungiawab secara penuh sesuai kelentuan peraluran perondang-
undangan, termasuk namun tidak terbatas pada dicabutnya perseduj dan
diakhirinya Penanjian Memproduisi Minyek Bumi,

Damikian pernyataan dan kesenggupen ini kami buat dengan sebenar-benamya,

pada harl ......... tanggad...

Yang bertanda langan

e =2
g A

Gambar 3. Pedoman Tata Kerja (lanjutan)
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00 PEDOMAN TATA KERJA Halaman 14 dan 42,

PEATAMBANGAN MINYAK BUMI
bprrecsas m%mmwa m;m Tg. Aewvs| :
LAMPIRAN I
PENJELASAN PENGUSAHAAN PERTAMBANGAN MINYAK BUMI
PADA SUMUR TUA

BIDANG KESELAMATAN KERJA DAN LINDUNGAN LINGKUNGAN

A Harus ditunjuk seocang peng L Gan unhuk Kulan peng:
dan koordingsi dengan plek tedksl tee sk aspeic { 1 kerja
dan incungan lingkungan,
Ponjelasan :

1.  Pengawas Lapangan yang mucah distapkan bertanggung jaaab atas kegltan
Pengusshaan Sumur Tua
2  Targgung |aaab aspek K3LL sosus =0 P P gundangan
yang bearlaku.
3. Adapun Job Deoerhl-on dan Pengawas Lapangan antara lain ;
a M kena sudah memenuhl persyaratan K3
b. memmwmmwm
L= 1 SErta bekenia seeusl dengan Patunjuk kene atau SOF lersebut.
<, D = P
d. M i 1 ja bak yarg berdhubungan dengan kagistan
cperasi atsupun K3LL.
8, Berkoordinasi dangan plhak-plhak yang terkakt dengan kegiatan cperasi

8.  KUDMSUMD wajlb menyampakan Rencana Program Keselamatan dan
Kesehatan Kena serta Peangeloisan Lingkungan (RP-K3PL) termasuk
kegialan pascs operasi.

C. Pembuksan Sumur partama kal yang diusahakan oleh KUDEBUMD harus
diarahkan dan diawas! cleh KKKS terkait

Penjelasan :

Sumwir e kemungknan masih bansi minyak & gas burmi yang terakumudasi,

sehingga pembuiaan sumur partama kali harus desrabkan dan diswasi oleh KKKS

terkait

D. Dincs nuin unduk pengarshan tertang keseamatan kegs &
Indunoan Fnglungan

Panjelasan :

Setiap pekerna wajib mengkuti safaly induchion (pengenaian tentang K3LL). safety

meelng Ssu safety ol box UNk pengarmhan tantang K3LL yang dilskuksn sscara

— 2

Gambar 4. Pedoman Tata Kerja (lanjutan)
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°° PEDOMAN TATA KERJA Halaman 18 dan &

PENGUSAHAAN PERTAMBANGAN MINYAX BUI
¥ 9 PADA SUMUR TUA mo ka: | Tol Revisi

A, Harus patun & taat P yang bad
Penjelasan -
Yang = Y yang berlaku” adalah Fetunjuk Kerja, SOP

slau Aturan-atunan yung dibuat cleh KKKS dimana memuat Petunjuk Kera
Operasi maupun Aturan-aturan K3LL

©. Memakai alat pelndung diri

Penjelasan ©
Eaju Kerja yang b s adaksh paksisn yang mampu meindung kR (pece badan,
tangan dan kaki) baik dar panas dan caran kimia (minyak},

B Sarung Tangen

Penjelasan -
Sarung tangan yang dipergunakan harus cukup lebal dan tidak hicn

C.Sepatu Saiety

Penjelasan :
Sepstu Sslety yang Sp i narus aa safety dan memiid alas
yang tidak licin

D.Topd K ) fety Hel 4]
Penjelasan :
Topi K

Gambar 5. Pedoman Tata Kerja (lanjutan)
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engelolaan minyak dan gas bumi kemudian lebih spesifik
tertuang dalam Undang-Undang No. 22 Tahun 2001.

Sumber daya alam pada Undang-Undang No.22 Tahun 2001
mengandung hakikat dari otonomi daerah meliputi kewenangan
dalam pengelolaan Sumber Daya Alam dimana BUMD, KUD diberi
kesempatan dalam melakukan kegiatan wusaha hulu dan
hilir.Selanjutnya hakikat ini dipertegas pada pasal 34 PP No. 35
Tahun 2004 tentangkegiatan usaha hulu migas bahwa kontraktor
wajib menawarkan participating interest10 % kepada BUMD saat
pengembangan lapangan pertama kali akan diproduksi.

Daerah tempat keberadaan sumur minyak tua juga memiliki
wewenanguntuk membuat regulasi sumur tua. Selain itu,
kesempatan pengelolaan lain BUMD terwujudkan pada
PermenESDM No. 1 Tahun 2008 tentang pedomanpertambangan
minyak bumi pada sumur tua yang menyatakan bahwa pengusahaan
dan pemproduksian minyak bumi sumur tua dilaksanakan KUD atau
BUMD berdasarkan perjanjian dengan kontraktor. Selanjutnya
regulasi lebih spesifik mengenai sumur tua terdapatpada Pedoman
Tata Kerja BP Migas Nomor 023/PTK/III/2009. Buku ini
mendeskripsikan regulasi dan implikasinya terhadap aspek
lingkungan agar pemanfaatan dari pada sumur tua berdaya guna
bagi masyarakat sekitarnya khususnya dan rakyat Indonesia
umumnya.
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